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BUPATI PASAMAN BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PAEZ AN BARAT
NOMOR: ......,/3..%2n d)..207....
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor ...... Tahun 2017 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016;
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12
Tahun 1994, (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Mengingat

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 3688);
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 130 dan

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988)

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Damasraya, Kabupaten Solok Selatan dan
Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

)
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4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
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. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26.

28.
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan pengurus

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

A. PENDAPATAN Rp 1.069.252.362.654,57

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 91.174.717.113,57
2. PENDAPATAN TRANSFER Rp 977.848.983.075,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp  228.662.466,00
B. BELANJA Rp 989.653.911.084,50
1. BELANJA OPERASI Rp 721.464.247.452,50
1) BELANJA PEGAWAI Rp 469.538.639.898,00
2) BELANJA BARANG DAN JASA Rp 227.488.221.804,50
3) BELANJA HIBAH Rp 24.377.385.750,00
4) BELANJA BANTUAN SOSIAL Rp 0,00
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2. BELANJA MODAL

1) BELANJA MODAL TANAH

2) BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

3) BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

4) BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN
JARINGAN

5) BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

3. BELANJA TAK TERDUGA

C. TRANSFER
1. TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
SURPLUS/DEFISIT
3. PEMBIAYAAN
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

2

Rp 267.700.818.987,00

Rp  432.774.640,00
Rp 44.829642.310,00

Rp 66.956.447.431,00
Rp 154.004.265.076,00

Rp 1.477.689.530,00

Rp  488.844.645,00

Rp 2.761.735.216,00
Rp 67.961.951.319,00

Rp 173.415.327.232,82
Rp 41.375.000.000,00

Rp 70.723.686.535,00

Rp 8.874.765.035,07
Rp 132.040.327.232,82

Rp 140.915.092.267,89
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Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum di dalam Lampiran | Peraturan Bupati
Pasaman Barat ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi

anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati Pasaman

Barat ini
Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Pasaman Barat ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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SEXRETARS DASRAH KASUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRY

| EMEASAN DASRAH KASUSATEN PASAMAN SARAT TAHUN 2017 NOMOR 72 __
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